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ABSTRACT

Preparation of profestional Islanr teatber is Joandation in national education rcpair
these dEs. Frait of fall i: nol Jar fron plaa of growtry of @hoism word. St dent tbat is
aitb qruliry comes from teacber tbat is witb quali! also. Atcozntabiligt-based of *acher
candidate is bidge in prcparation of teacber whib clm?etenc€ is ana it. Essence and form
of ix (tbe inPlenefltdtiorl is th*e day still gnwing and looks for fonnat, the idea and
operational). Along repair of inage public to teacber profetsion bl gouernment need to be

doile efon Jor ?reparation npair of pmJessional teacher candidate for exdmple in the Jorm
of pngmn, perfomance indirutor and euahtation slsten of its tbe succtss. This paper
oallires just asper:t ttandardiqation. These pmblens an tben translated into plausibh
challenges Jor polic'y fonnulations, nsearch and dewlopment

KeV w1t : Accountability-based of teacher candidate,and standatdization

I. Pendahuluan

Istilah-istilah pendidikan seperti settiEkasi, sekolah berstandar nasional,
kurikulum berbasis kompetensi, manaiemen berbasis sekolah, dan penilaian
berbasis kine{a sudah menjadr jargon dalsm pendidikan kita dewasa ini. Salah
satu kata kunci dalam wacana pendidikan Indonesia adalah akuntabilitas
pendrdikan. Kita ketahui bersama bahwa dewasa ini masyarakat menghendaki
pertanggungjawa,bat yar.g terbuka dan terpercaya. Hendaknya Lembaga
Pendrdikan Tenaga Kependidikan pPTK) mengantisipasi penjabaran dan
penetapan akuntabilitas tersebut dalam berbagai sendi. Perencanaan dan
penyelenggataan pendidikan untuk menghasilkan guru/ tenaga kependidikan
lingkup Agama Islam yang ptofesional sehingga dapat diFertanggungiawabkan.
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II. Penyiapan Guru Agama Islam Berbasis Akuntabilitas

Istrlah akuntabihtas secata umum dapat diartikan sebagai suatu bentuk

pertanggung iarvaban. Dalam konteks akuntabilitas pcndidikan ini adalah

i..gor^i1.rio'."orang guru. Undang-undang nomor 2O'-Pasal 13' dan PP 19'

ira!"I 1, uyai 7 di,y^tlk-"n bahrva Standar Pendidik dan Tenaga l(epcndidikan

"aut"tl 
Lilro p..rdidik^., prajabatatt dan kelayakan fisik maupun mental' serta

fendidikan daiam )abatan. Pendidik adaiah tenaga kependrdikan yang ber-

tuaLfikasi sebagai guru, dosen, konselot, Pamong belajar' widyaiswara' tutot'

instruktur, fasiliiatoi dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya' serta

berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan' Guru,agama Islam berarti

;".'" y.d betpatusipasi i"l,t'imtt'ytlt'ggarakan pendidikan agarna Islam'

Guru mempunyai andil sangat besar dalam peningkatan kualitas pembelaiar-

an. Mutu belaiar siswa drt ".,i.tt' akademis kelas sangat dipengaruhi oleh

kompetensi 1 guru dalam usaha membela,arkafl siswa' Peningkatan kemampuan

ptofisional, 
"p.dagogi., personal dan kemampuan sosial dari guru petlu

m..rdrprtk n p.tha-tian yang memadai untuk mencapai visi pendidikan nasional'

Ko-p.t".rri g*o tetsebut aLn lebih dapat dipertanggungiawabkan dalam semua

t-rrpo."o ying tetk it apabila proses akun?btltas Triiq' Dalam skala mikro

u.,rl po.,ofoilo gotrr rirrk, dokumen-dokumen itulah salah satu bentuk

f .r*rrggr.-g,u-rUro. K"-odrr., muncul betretapa Pertanyaan Apakah meto'le

i"r.".riJnt# RPP dapat dipetanggungiawabkan guru di

kelas? Apakah keikots&taan dikl,t atau pelatihan oleh gutu dapat dipertangguflg-

jawabkan dampaknYa ?

Tulisan ini membahas gagasan penyiapan Gulu Agama Islam berbasis

akuntabilitas sebagai issue dr.t p.t-"t't't''"' Hzl ini meniadi bahasan diskusi

dan penelitian p.ig.-buogro lX..seatth and Development) yang soluuf'

Daiam Undang-urdang Nomot 14 tahuo 2005, Tentang Gutu Can Dosen

dijelaskan bahwa guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama

mendidik, -..tgrjrr, -"-bi-bit'g, mengatahkan, melatih' menilai' dan

mengevaluasi p."""rt" aidit pada pendidikan anak usia- dini ialut pendidikan

for#l p.ndiiik n dasar, dan pendidikan menengah' Kompetensi yang harus

dimiliki' gutu meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian'

, 
kompeten"si sosial, dan kompetensi profesional yang dipetoleh melalui pendidikan

IKompctensi adalah scp€raogkat Pcflgetahuafl' kcterampilafl, dan-Perilaku yang hams dimitiki' dihayati'

dan dikuasai'oleh pendidit< ielam meiak;akafl tugas kepiofcsionalan @utetin BSNi Yol' I/No' 3/

Septcmber 2006 hal 51).
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profesi. Kompetensi sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan
perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pendidik dalam
melaksanakan tugas keprofesiooalan petlu adanl.a 5is1.- pertanggungjawaban.

Standar kompetensi pendidik disusun dengan tuiuan untuk menyediakan
acuan nasional dalam upaya msflingkatkan mutu pendidikan. Secara lebih khusus

standar ini mempunyai tujuan memberi pedoman keptda pzrz pengelola
pendidikan dalam menlnrsun betbagar kebiiakan. Pedoman ini betkaitafl dengan

seleksi, rekrutmen, penempatan, pembinaan, penghargaan dan sistem karit
pendidik dar teragz kependidikan.

Sistem akuntabil.itas mencakup segala aspek manajemen pendidrkan.
Konsep rni pedu dalam pemahaman yang benar di lapangan daiam skala mikro
di kelas dalam penyiapan Gutu Pendidikan Agama Islam yang profesional. Guru
yang akuntabel dalam mendidik, mengajat, membimbing, mengatahkan, melatih,
menilai, dan mengevaluasi peserta didik.

Pelaksanaan suatu ptogtam tidak mudah mencari pihak yang secata langsung
dapat dianggap bettaoggungjawab. Petmasalahan menjadi saling lempat
tanggungiawab. Rendahnya mutu pendidikan tidak dapat dituding sebagai
kesalahan satu komponen saja. Kesalahan gutu ? kesalahan tenaga kependidikan?

atau kesalahan kebijakan.

Petmasalahan dalam pelaksanaafl suatu progmm pendidik.an harus dilihat
dalam pendekatan sistem. Pelaksanaan program pendidikan pada dasatnya
merup.akan satu ptoses ttansformasi yang dapat dilihat dalam diagram berikut

->

Gambar-1

Diagram Ptoses Transformasi
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Pcnerapan akuntabilitas yang pallng luas adalah dengan melibatkan publik

d^lam pcttaflggungiarvaban suztu Program. N{ulai dan tekruitmen, sertifikasi

dan akr.,titasi g,rru/ dosea, dan tincian pelaporan/pcnyajian kemajuan pendidik-

an secara berkala di media massa cetak maupun melalui internet kepada

masl,arakat luas. N{asvarakat akan dapat melihat laporan-laporan dari sekolah

disamping lapotan pertanggungjawaban perusahaan besar- Akuntabilitas

p"r.did*^. dan implementasinya di lapangan akan dapat mefljamin penyiapan

calon pendidik yang semakin profesional. Tedebih dengan dldukung oleh

pengembangan insttumen-insftumen yang teruii melalui penelrtran pengembang-

an instrument.

Bedkut kutipan Sukamto dari Douglas B. Reeves mengenai enam prlnsip

dasat penetapan akuntabilitas pendidikan'?, yaitu:

1 . Konsistensi Qongraence) :

Akuntabilitas hendaknya menjadi tema pemetsatu/ pengendali sehingga

secara konsisten mewamai kebiiakan lxnum, tencana strategis' indikatot

kinerja, sampai pada sistem evaluasi personalia, meliputi pengakuan,

pemberian imbalan dan sanksi.

2. Kejelasan Plogram (tPeufcit)l

Akuntabilitas harus di)abatkan secara spesifik dan ielas, tidak cukup hanya

dirumuskan sebagai kebiiakan atau slogan' Pelaksana di setiap unit kerja

hatus tahu p*si apa yang diharapkan dad tugasnya, bukan hanya hatapan

tbrhadap orang lain.

3 . Relevansi Qekaance)

Akuntabilitas secara bertahap dihatapkan mampu membangun hubungan

yang betmakna tentang relevansi strategi dan kebi)akan yang diambil

i.tnrarp proses dan hasil pembelaiarafl di kelas' Meskipun bukti-bukti

tet".bui tidak Lngsung dan tidak diperoleh secata cepat, arah ke sana harrrs

jelas tergambat secara berkesinambungan mela|ui best practices dart

benchmarking.

4. Divetsifikasi (respur for diaersii)

Akuntabihtas tidak bettentangafl dengan keberagaman' Setiap sekolah

mempunyai konteks dan situasi yang betbeda, yang hatus ditangani dengan

, p"rrd.krtrn, teknrk dan sttategi pembelaiatan yang berbeda' Tapi
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akuntabilitas menuntut transparaflsi dan kemauan untuk mengakui secara
jujur pendekatan yang gagal dan yang berhasil melalui pettukaran informasi.

5. Kebetlanjutan (continaij af irzpmuement)

Akuntabilitas dapat memberi efek keberlanjutan upaya peningkatan
pendrdikan apabila ada sistem umpanbalik yang akuat, oby"ktif d"i t.p^t
waktu. Frekuensi dan kualitas umpanbalik bagi pemrakarsa, pelaksana
maupun bagr pesetta didik akan membuat semua pihak sibuk dan memfokus-
kan energi dan pikirannya untuk tetus -"o..l,. -"rrgr:payakan perbaikan/
peningkatan mutu.

6. Fokus pada keberhasilan (achieunent)

Akuntabilitas hendaknya tidak lepas dad fokus utama pada upaya peningkat_
an prestasi bela:lzr daltm attt yang luas. Apapun parametet yang aipakai,

hendaknya tidak sampai mengaburkan komitmen untuk meningkatkan
prestasi pendidikan temebut.

Pendidikan Agama Islam mengikuti tufltunan bahwa agama dsajarkan
kepada manusia untuk menyempumakan manusia yang berakhlak mulia. Melalui
pendidikan agama Islam dihampkan menghasilkan manusia yang selalu betupaya
menyempurnakan akhlaknya, aktif membangun pemdaban dan keharmonisan
kehidupan, memaiukan petadaban nasional Indonesia. Manusia seperti itu
dihampkan tangguh tethadap tantangan, hambatan, daa petubahan yanj muncul
sebagai hasil aspirasi dan implikasi petgaulan -r.y^rrkut baik dalam" lingkup
lokal, nasional regronal, dan global.

Model kurikulum Pendidikan Agama Islam seperti itu dihatapkan lebih
membantu 

- 

guru untuk hengembangkan stategi pembelaj atanny z, kat erta
dilengkapi dengafl targer kompetensi yang jelas. Target kompetensi ini diharap_
kan dipahami dalam konteks stanciar minimum yr.rg hrrrr. dicap"i dan &k asai
peseta didik, sesuai dengan jenjang persekol ahanaya- Kurikulum ini disusun
dalam rumusan standar kompetensi, yang dilengkapi dengan kompetensi dasa4
yang menggambarkan kemampuan minimal lulusan pet jeniang- sekolah dan
bahkan daiam ruritutan kelasnya- Dengan demi}ian, guru dapat mengembang_

IT k:ro"r]r. prograrn pembelaiaran" da, -..ry.roiik^r, d'.ngan kerrgamrn
kebutuhan_ dan tuntutan masyarakat sekitar, sesuai dengan kekh.-san lingliongan
tempat sekolah itu berada. I(udkulum ini memang selanjutnya -.rrro1r,penjabatan lebih lanjut, )rang semuanya itu disetahkan kepada pendidikan di
l1nanS1n, agat dapat dicapai rumusan mateti standar minimal yang jelas, zgar
dapat diiamrn tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar m^ta
pelajaran Pendidikan Agama Islam.
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Penfiapan guru agema Islam yang profcsional bcrbasis akuntabilitas
me niembatani tuntutan kurikulurn rni. Penf iapan guru Agama Islam 1'ang

profesional dalam mengembangkan kreativitas progtam pembelajarzn dafl
menvesuaikan dengan kctagaman kebutuhan dan tuntutan masyarakat sekitar,

sesuai dcngan kekhasan lingkungan tempat sekolah itu berada Perlu teruii.
lkuntabilitas yang melibatkan semua komponen dalam penl.iapan gutu adalah

sangat perlu diiakukan sejak sebelum menjadi gutu. Pelibatan slake bolder

(pengguna lulusan), gutu, masyatakat dirlam pembentukan guru agama Islam
dapat diwujudkan ketika perguruan tinggi mengundang meteka dengan
meaampilkan product calon guru. Pemanfaatan milro teaching yang terkelola

dengan baik berupa data rekam mahasiswa calon gutu mefliadi pendukung ut2ma

dalam ptoses akuntabilitas tetsebut.

III. Akuntabilitas dan Standarisasi Nasional Pendidikaa

Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasat dalam peteacanaan,

pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam mngka mev'uiudkan pendidikan
nasional yang bermutu. Standat Nasional Pendidikan bertuiuan meniamin mutu
pendidikan nasional dalam tangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan
membentuk watak serta peiadabrn bangsa yang betmartabat. Standar Nasional
Pendidikan disempumakan secara tefencana, tetatah, dan berkelaniutan sesuai

dengan tufltutan perubahan kehidupan iokal, nasional, dan global. Standat
Nasional Pendrdikan mencakup;

1. 'Standar isi. Standar nasional pendidikan yang mencakup tuang lingkup
materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang
kompetensi tamatan,kompetensi mata pelajzrrn, ketangka dasar dan
struktut kurikulum, beban belajar, kurikulum tinekat satuan pendidikan,
kalender pendidikan/akademik, dan silabus pembelalaran yang hatus
dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan ienis pendidikan tertentu.

2. Standar proses. Standar nasional pendidikan yang betkaitan dengan

peiaksanaan pembelajatan pada satu satuan pendidikan untuk mencapai

stafldat kompetensi lulusan.

3. Standar kompetensi lulusan. Standar nasional pendidikan tentang
kualifikasi kemampuan lulusan yang berkaitan dengan sikap, pengetahuafl,

dan ketrampilan.

4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan.

5. Standar nasional pendrdikan tefltang kdteria pendidikan ptqabatm, dzr,
kelayakan f,sik maupun mental, serta pendidikan d am itbatan.
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6. Standar sarana dan prasarana. Standat nasional pendrdikan yang
mencakup kriteriaminimal tefltang ruang belajar, perpustakaafl, tempat
berolahtaga, beribadah, bennain, dan berkreasi serta laboratorium, bengkel
ke!a, dan sumber belajar iain, yang dipedukan untuk menunjang proses
pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

7. Standar pengelolaan. Standar nasional pendidrkan tentang perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidrkan pada tingkat satuan
pendidrkan, kabupaten/ kota, ptovinsi, atau nasional agar tetcapai efisiensi
dan efektjvitas penyelenggaraan pendidikan.

8. Standar pembiayaan. Standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan
komponen dan besarnya biaya investasi, operasi dan personal satuan
pendidikan yang bedaku selama satu tahun.

9. Standat penilaian pendidikan. Standat nasional penilaian pendidikan
tentang mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian hasil belajar pesetta
didik untuk lima kelompok mata pelajaran oleh pendidik. Selain itu, standar
penilaian iuga mencakup penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan
dan pemerintah.

Standat isi

Standat isi sebagaimana dimaksud oleh Petaturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005, mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai
kompetensi lulusan pada jenjang dan ienis pendidikar tertentu. Secara
keselutuhan standar isi memuat;

1. Ketangka dasar dan sftuktur kufikulum yang merupakan pedoman dalam
peflFrsunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan;

2. Beban belajar bagi peseta didik pada satuaa pendidikan dasat dan
menengah;

3. Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang akan dikembangkan oieh satuan
pendidikan betdasatkan panduan pen,'usunan kurikulum sebagai bagian
tidak terpisahkan dari standar isi; dan

4. I{alender pendidikan untuk penyelenggataan pendidikan pada satuan
pendidikan jeniang pendidrkan dasar dan menengah.

Standar isi betfungsi sebagai salah satu bagian dari standar nasional
pendidikan, berfungsi sebagai acuan dasat (benchnark) oleh setiap penyelerggara
dan satuan pendidikan y^flg zr,tata lain meliputi kriteria dan criteria minimal
berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggataan pendidikan. Acuan dasar
tersebut merupakan standar nasional pendidikan yang dimaksudkan untuk
memacu pengelola, penvelenggara, dan satuan pendidikan agar d,zpat
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meningkatlian kineriafl\.a dalam memberikan la1,an.r, n.rr**afl yang bctmutu.
Standar nasional pendidikan memuat criteria minimal tefltang komPonen
pendidikan ,vang mcrnungkinkan setiap jenjang dan jalur pendrdikan untuk
mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan katakteristik dan

kekhasan programflya. Standat nasional pcndidikan adalah kriteria mrnimal
tentang sistem pendidikan di selutuh wilayah hukum Negata Kesatuan Repubiik
lndt,nesia.

Standat Kompetensi Lulusan

Standat Kompetensi Lulusan adalah kualifftasi kemampuan lulusan yang

mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. SKL mencakup Standar

umum, SI(l memiliki trga fungsi utama, yaitu (1) kdteria dalam menentukan

kelulusan peserta didik pada seuap satuan pendidikan, (2) tujukan untuk
peflyusunan standat-standat pendidikan lainnya, dan (3) atah peningkatan
kuahtas pendidrkan secata mefldasar dan hohstik pada jenjang pendidikan dasat

dan menengah.

Standar Pendidik

Guru adalah pendrdrk ptofesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,

membimbrng, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik
pada pendidikan anak usia drni jalut pendrdikan fotmal, pendidikan dasaq dan

pendidikan menengah. Guru waiib memiliki kualiEkasi akademik, kompetensi,
sertifikat pendidik, sehat jasmani dan tohani, serta memiliki kemampuan untuk
mewujudkan tu]uan pendidikan nasional. Kompetensi yang hatus dimiliki guru
meliputi kompetensi pedagogik, kompetefl si kepribadran, kompetensi sosial,

tlan kompetensi profesional yang diperoleh mclalui pendidikan ptofesi.

Pendidik harus memiliki kualihkasi akademik dan kompetensi sebagai agen

pembelajaran, sehat jasmani dan tohani, seta memiliki kemampuan mewujudkan
tujuan pendrdikan nasional. I(ualifikasi akademrk sebagaimana dimaksud adalah:

tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidrk dati
perguruan tinggi terakreditasi, yang drbuktikan denga t ijazah dzr,f zta,t seroflkat
keahiian yang reievan dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan sesuai dengan
ketefl tuan petundang-undangan yaflg betlaku. Kompetensi adalah seperangkat
pengetahuan, keterampilan, dan petilaku yang hatus dimihki, dihayati, dan
dikuasai oleh pendidik dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. I(ompetensi
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Bab I, Pasal 1 ai.ar
(1) Petencanaan p::
sekolah/ma&asah.
ma&asah, dan (5. Sr.
pendidikan oleh p.
pemerintah daerai:.
program peningi;::
(4)Pengelolaan p:,:.
penjaminan mutu sai-:
guru sebagai pro:e.
Pengelolaan progran:
pemenuhan standar :
penddikan oieh pen:t
Pengelolaan prograr.
partisipasi jeniang p.:
pendidikan keaksar::
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I{ompetensi Lulusan Satuan Pendtdikan (SKL-SP), Standat Kompetensi
I(elompok N{ata Pelajaran (SI(-KMP), dan satuan pendidikan menengah.Secara



pendrdik sebagai agen pembelajaran pa& jenjang pcndidikan dasar dan menengah
serta pendidikan anak usia dini meiiputi: (a) kompetensi pedagogik,(b)
kompetensi kepribadian, (c) kompetensi profesional, dan (d) kompetensi sosial.
Kompetensi dikemukan dalam penjelasan Pasal 28, ayat 3 adalah sebagai berikut.
Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelaiaran peserta
didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta drdik, perancangan dan
pelaksanaan pembelaiaran, evaluasi hasil belaiar, dan pengembangan peserta
didik unhrk mengaktualisasikan betbagai potensi yang dimitikinya. I(ompetensi
kepribadian adalah kemampuan kepdbadian y^ng m^ntzlp, stabil, dervasa, adf,
dan berwibawa, meniadi teladan bagi peserta didik, dan ber-akhlak muha.
Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan secata luas dan
mendalam yang memungkinkannya membimbiog peserta didik memenfi standar
kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Kompetensi
sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dati masyarakat untuk
berkomunikasi &n bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama peodidil!
tenaga kependidikxt, oxangts.z/wli peserta didik, dan masyamkat sekitar

Standar Pengelolaaa

Standat pengeloban adzlah standat nasional pendidikan yang berkaitan
dengan petencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada
tingkat satuan pendidikzn, kabupaten/kota, provinsi, pemedntah atau nasional
a'gzt tetopai efisiensi dan efekivitas penyelenggataan pendidikan (?P No. 19
Bab I, Pasal 7 rytt (9). Standat pengelolaan oleh satuan pendidikan meliputi:
(1) Petencanaan progtam sekolah/madrasah, (2) Pelaksanaan tencana keria
sekolah/madrasah, (3) Monitodng dan evaluasi, (4) Kepemimpinan sekolah/
ma&asah, dan (5) Sistem informasi manaiemen. Sedangkan Standar pengelolaan
pendidikan oleh pemerintah daerah meliputi: (1) Petencanaan program
pemerintah da,eoh,Q) Pengelolaan program waiib belajar, (3) Pengeloiaan
program peningkatan angka pattisipasi ienjang pendidikan menengah,
(4)Pengelolaan program pendidikan keaksaraan,(5) Pengelolaan plogram
peniaminan mutu satuan pendidikan, (6) Pengelolaan progtam peningkatan status
gutu sebagai ptofesi, (7) Pengelolaan program akreditasi pendidikan, (8)
Pengelolaan program peningkatan televansi pendidikan, (9) Pengelolaan progtam
pemenuhan standar pelayanan rninimal bidang pendidikan. Standat pengelolaan
pendidikan oleh pemerintah meliputi: (1)Perencanaan ploglam pemerifltah, (2)
Pengelolaan program waiib belaiar, (3)Pengelolaan program peningkatan angka
pattisipasi jenjang pendrdikan menengah dan tinggi, (4) Pengelolaan program
pendidikan keaksaraan, (5) Pengelolaan program peniaminan mutu satuan
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pcndidikan, (6) Pengelolaan plogram pemngkatan status guru sebagai profesi,
(7) Pcngclolaan program peningkatan mutu dosen, (8) Pengelolaan program
standarisasi pendrdikan, (9) Pengelolaan program akreditasi pendidikan, (10)

Pengelolaan program peningkatan relevansi pendidikan, (11) Pengelolaan
program pcmcnuhan standar pelayanan minimal bidang pendrdikan, dan (12)

Pengelolaan program penjaminan mutu pendidikan nasional.

Secata umum Standar Pengelolaan Pendtdikan Nasional bertujuan untuk
memngkatkan mutu layanan minimai Pengelolaan Pcndidikan Nasional Secata

khusus Standar Pengelolaan Pendidikan bertujuan untuk: 1) N{emberik?t acwar:

bagr terwujudnva sistem petencanaan pendidikan pada tingkat Nasional, Regional

f Dael:,h Propinsr, I(abupaten/I(ota serta pada tingkat satuafl pendrdikan/
sekolah secara terkootdinasi dan terpadu untuk mampu mengantis.ipasi asprrasi

aspirasi peningkatan mutu pendidrkan. 2) Memberi Kerangka Acuan Bagi
pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian pendidikan sejalan

dengan tuntutan peningkatan mutu dan Standar Pelayanan Pendidikan pada
semua benn:k, ierus dan jen)ang pendidikan. 3) Sebagai Acuan Dasar pengaw2san

dan Penilaian Pendidikan, yang relevan dan konsisten dengan sistem
perencanaan, dan pelaksanaan program pendidikan pada tingkat pemedntah
pusat, pemerintah daerah Ptopinsi dan Kabupaten dan pada tingkat satuan
pendidikan. 4) Memberikan pedoman kepada selutuh watga bangsa dan
khususnya yang betkiprah dalam pengelolaan pendidikan bagaimana
merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, memafl tau, mengawasi,
mengeodalikan, dan menilai progmm pendidikan secata efrsien, efektif, baik
dan benat 5) Menciptakan tetwuiudnya kootdinasi dan keterpaduan pelaksanaan

amanah pendidikan bagi semua rakyat (education for all balk secata vettikal
maupun horizontal antara seluruh unsur kelembag a.i y^ng bertugas,
berwewenang dan bertanggung jawab dalam pendidikan mulai dari tingkat
Pemedntah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemetinulr Daetah Kabupaten/
Kota dan Satuan Pendidikan dalam Pengelolaan Peodidikao baik pada tingkat
nasional, daetah, lokal dan individual.

Standat Pembiayaan Pendidikan

Standar Pembiayaan Pendidikan dapat ditelusuri dati Petatuan Pemetintah
Nomot 19 Tahun 2005 tetang Stafldd Nasional Pendidikan @P SNP). Bab D(
Standar Pembiayaan dalam PP SNP menyebutkan bahwa pembiayaan pendidikan
tetdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dxt biayt personal. Biaya investasi
satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan satana dan ptasarana, pengembang-
an sumbetdaya manusia, dan modal keria tetap. Biaya operasi satuan pendidikan
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meLputr; gaji I
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Pasal 1 Ayat 1(

mengatut komp
selama satu tah
pendtdikan arl"t-
kegiatan opera
pendidikan yar
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yang berkaita.a d,
disimpulkan bat
biaya opetasi, d
difokuskan pad
pendidikan yaag r
agar dapat bedar
pendidikan secao
ni melipud gaii 
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melekat pada gaii
pendidikan tak 12

saana dan pasa-t:
l,in sebagainya-
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mehputi; gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan vangmclekat pada gaji, bahan atau petalatan pendidrkan habis pak'ai, dan biry; op;o;
pendidikan tak langsung berupa daya, at, jasa telekomuntkasi, pemehharaan
satana_ dan pras2lrafla, uang lembur, traflsportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan
lain scbagainva. Biaya persohal melipou bly, pendidikan yang hatus <likeluarkan
oleh pesetta didik untuk bisa mengrkutr p.os.s p.mbelrjaran secara tetatur dan
betkelanjutan. Sementara itu, dalam pp hNp itu luga Bab I l(etentuan Umum
Pasal 1 Ayat 10 dinyatakan bahwa. standar p.rnbi^yuu, adalah standar yang
mengatur komponen dan besamya braya opetasi satuan pendidikan yaog U.rt Li
selama..satu tahun, dan Ayat,l2tya menyatakan bahwa biaya operasi saflran
pendidrkan adalah bagan dan dana pendrdikan yang dipedukan untuk mernblayaik.giili: operasi satuan pendidikan 

^g, i^pi, d"rloogr,rngry, kegiatan
teratur dan

berkelanjutan. Dengan mengacu pada pasal_pasal dLtT 
^y^t_Lyltdalam 

pp SNp
yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan sepeti jsebutkan di atas, dapat
disimpulkan bah-wa meskipun biaya pendidikan iL t.rdiri dai biayz in restasi,
biaya operasi, dxt biaya personal, namun standat pembiayaan pendidikan
difokuskan pada biztya operasi pendidikan yang 

"ialah bagian d.zi d,rna
pendidikan yang drpedukan untuk membiayai kegiaJn opetasi satuan pendidikan
a.ga't 

-dapat 
be angsungnya kegiatan pendidikan yrrg i..,ro standat nasional

pendidikan secara teratur dan betkelaniutan. iaya 
'opelasi 

di satuan pendidikan
iru melipuu: gaji pendidik dan tenaga k"p.rrdidik", ,., t^ seg l^ tunjingan yang
melel?t pada gail bzhxt atatpetzlattnpendidikan habis prt"a, a.o Uiuyl oplrrJ
pendidikan tak langsung betupa daya, air, iasa telekomunikasi, pemelih'araan
sarana.dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuansi, danlain sebagainya.

.|I,emungkinkan 
mereka yang bertanggung)awab dalam penirgkatafl mutu

pendidikan mengukur upaya untuk melakukan-perbandingen antara kineganya
sendiri dengan tultulan sebagaimana tetteta dalam 

"tand"ar 
nrsronal pendidik

dan tenaga kependrdikan.

Dengan konsep akuntabilitas pendidikan ini diharapkan td.rnya
pertanggung- jawaban keberhasilan (dan juga kegagalan) pencapaian tujuan
p*$ei nasional. Masyarakat atau public-lebih"*i.", i."oog kepentingan
rni. Sebagai mutu lulusan perguruan tinggr hatus dip..ioggrrgr*rbkan kepada
seluruh pihak yang berkepentingan antan lain ke pem .nni^:h ri^u yuy^ran sebagai
pihak penyelengg an, dan jtgake or.angtua, mahasiswa, industn penyetap tenalake!a, dan^masyzrakat yar,g memperoleh manfaat ir.rgr..rg maupun tidak
langsung Sekolah madrasah Diniyah, Tsanawiyah dan iiiyah adalah berhak
unruk memperoleh haknlz tentang ptofesiordit^. g.rru Agama Islam.
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Pcttanggung)arvaban secara sempit di masa-hanya clitafsirkan,q'abm a:p:k

keuangan. d"i^ri.g a.,,g"'-' semangaisertrfikasi dengan menufltut rl komPeteflsl

gr;, i;i -^t" b..-t rk p1,to"ggo"!ott'"1'no semakin luas 
lapi 

lelas bentuknya'

Dalam l'ral ini sesuzi a""g^" Lt'itk"lya yaitu rekanan atau pemakai lulusan

clcngan betmacam-macam pula kepentingannva'

Sistem pendidikan merupakan orgamsasi kompleks dengan berbagai

struktur, unit ketia du" p""o"il pelaksa--na' dtmensi-dimensi akuntabilitasnya

;;;:;;.i. reuil teiuitr i^g' i""u' pendidikan melibatkan intetkoneksi

berbagai faktot. Kurikulut yo1g i'ttgt'l' Soll^""t^ 
dengan dunia pemakai

lulusan, kaitanya a..rg.r, pot[.".kan"menjadi .,ntzflgan yang urgen untuk

d-raplikasikan dalam rumusan ie1as. Pemakai lulusan ,- pengambilan keputusan

r.ang ada di berbagai ienjang' fendrdikan da.pat btrkolab.orasi untuk duduk

bersama merencanakan atau rlempunyar solusi alternauf Para ptaktisi dan

pemerhati pendidikan daptt mtni^ilkan ttm^ ini sebagai petanyaan penelitian

;";;#;[;ffi"ni'*'u f"ilnv^u" siapa vang harus.bertanggung;awab

seandainya loior^., p.,goro"tt *ggi 1o"'* tertentu tidak terserap di dunia

pendidikan tefltunya bisa ielas terjawab ielas'

Proscs pengambilan keputusan dengan mengedep.ankan musyawatah dan

r.rp" ir,.r.ir--aalur peneLLn rlmruh t"'k' p"til"riadi petubahan Pelubahan

l"irg iJ,r, b.ik tentuny.. Pertanggungiarvaban publik akan Iebrh teriaga dengan

adanya hasii penelitran p""gt"'iu^igu" (Riearrb a D.eaelopment) derrgatt

t 'enohasilkan Droduct instrtimtnt bfttttu p""dt"" yang teru)i Mulai dati

;:;ffiffi'.,*"1,-;il;t dan rehabilitas instrument vang teruji' uiicoba

ir"! ui.^ dipertainggunglawabkan maka akan menjadi panduan yang ielas'

Panduan pemakaian bagr pelaksana maupun pt"ClTb'i kebiiakan 1'ang terkait

iJr- fJ"yirpro profltio"uhtut g"o Ag^-' Isiam.Dapat dibayangkan

seandainya calon guru ^rt'" 
tt"tr"['l dariittto yang 

]ebih 
berpengalaman /

kepala sekolah atnLt P^1^ sist-a maka akan gutu itu benar-benat dapat

iii.rt"gg""giar.'abklan Bukankah pemberian .l"f d'liT T'"cii1t -1::
#Lrkrmr:;.;da ditangan sisrva ? Sertifikat pendidik hanyalah alat saia tetapl

sebenarnya kewenangan pemberi judgement bahwa dra adalah guru ptofesional

L-rJ, ai ,"gr" p",i,tt'i (srswa) kal"t siswa mampu tergetakkan dalam proses

p.-fr"frf..rti-^f., dia sudah meniadi goru yang bisa dipettanggunglawabkan'

Penyiapan kompetensi gutu agama Isiam yang ptofessional sebagai usaha

' orrgg*rg1.*.b pencttak g'i'o 'oi't' :^.'*y.' 3t1?dt 
tema dalam betbagai

&skusi dan seminar Fit uoi p'optttt' dalam dad semua

komponen. Shared re:ponsiiilii yang "t'-.u .1nt 
cendetung tidak ielas dan

-.rriorrgkirrk r, .aLng lemp'r t^"t'gg"tlg1'*'U -ilah yang ingin diperielas dengan

pembaeian j
dan guru r.,r:

Semua pihak
menggunakrr
keputusan. n:

]t{usr-at .

guru, tokoh I
hendaknla m

1. Speciirc.
jelas

2. Measur::
pfograIr
khususn:.

3. Achier-ac
masalah.

4. Realistic.

5. Time Ime

pfogram.

Pertangg-
akan sempu-rn.

Tuhannya. -{g.
adalah amanaL
Tuhan Pengu
menempadian ,

men)mruh orar
menyutuh orr:
insttinsik d.r l

dipertanggun;
meliputi Fa t):
(menyampaill::

fV. Penutup

Melalui ul
penelitian dan I
betbasis akunr-:
menghasilkan r:
teknis. Mekanr.:
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pembagian dimensi akuntabilitas (rnisalnya antara tektor, dekan, kepala sekolal.r
dan guru 1,ang langsung berkiptah dan sis iva itu sendil sebagai subyek zj21).
Scmua pihak yang terlibat dalam orgamsasi pendidikan. Hal ini menuntut untuk
menggunakan basis akuntabilitas sebagai muata bertemunya berbagai program,
keputusan, tindakan, prosedur operasional dan alat untuk mencapainya.

N{usyawarah yang menghadirkan semua komponen pefldidikan Gtake l)llder,
guru, tokoh masyarakat, dosen, alumni, donatur dan pihak lain yang relevan)
hendaknya memenuhi prinsip SMART yaitu :

1. Speciftc, program-program yang direncanakan memiliki arah dan tujuan
ielas

2. Measurable, ada tolok ukut keberhasilan pada setiap ienis dan tahapan
ptogram.Ketetukutan ini perlu melibatkan ahli evaluasi pendidikan
khususnya bidang pengukuan.

3- Achievable, tujuan ptogtam yang direncanakan dapat dicapai: mengatasi
masalah, meningkatkan akses, dan kualitas.

4. Realistic, program yang direncanakan sesuai kemampuan, kelayakan.

5. Time line, ketiasama memperhatikan waktu seiing dengan pelaksaoaan
progtam yang telah diagendakan.

Pettanggungiawaban secata kepada sesama manusia sepeiti tersebut di atas
akan sempurna dengan keutuhan pertanggungiawaban secara pribadi dengan
Tuhannya. Agama Islam menganjurkan bahwa sebuah iabatan sesungguhnya
a.da,lah- zrnrrzr,v,h. Amanah yatg tkzrn dipertanggung)awabhrn dihadap"n Allah
Tuhan Penguasa Alam Semesta. Tugas yang disandang oleh manusia
menempatkan dirinya sebagai pemimpin dengan dua amanat yaitu menyeru dan
meny'rrruh orang lain berbuat amal ma'ruf, sedangkan tugas yang kedua adalah
men)'r,ruh orang lain meninggalkan perbuatan mungkar. Pelibatan nilai-nilai
insttinsik dalam perkulahan yang dilakukan para dosen juga perlu
dipertanggungiawabkan. Kristalisasi sifat-sifat dalam diri Rosulullah yang
meliputi Fathonah (cerdas), Sidiq (benat), Amanah (amanah), Tabiigh
(menyampaikan)

fV. Penutup

Melalui tulisan ini dihatapkan ada pembahasan lebih operasionai melalur
penelitian dan pengembangan dati penerapan penyiapan gutu agama Islam
berbasis akuntabilitas. Diskusi ilmiah dan penelitian pengembangan akan
menghasilkan instrumen-instrumefl atau langkah prosedural kongkret secara
teknis. Mekanisme, indikator, insttumen akuntabilitas yang teruji, pihak pihak
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yaflg tcrkait (stake holdet, alumni, donator pemberi beasisrva, dosen, ahli

pengcmbalg insttuksional, dan pihak yang relevan). Akuntabilitas ini selalu

tcrkait dcngan standar isi, standar ptoses, standar kompetensi lulusan, standar

pendrdik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar

pengclolaan, standar pembiaraan, standar penilaian pendidikan.

Guru agama Islam sebagai pendidik profesional dengzn tugas utama

mendidik, men galx, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan

menger.aluasi peserta didik pada pendrd ran anak usia dini ialur pendrdikan

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru agama Islam wajib

memiliki kuahfikasi akademrk, kompetensi, senifikat pendidik, sehat iasmani
dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewuiudkafl tuiuan pendidikan

nasional- I(ompetensi yang hatus dimiliki gutu meiiputi kompetensi pedagogik,

kompetensi kepribadlan, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang

drperoleh melalur pendidrkan ptofesi. Gutu agama Islam yang akuntabel segi

hablaminannas dxt babluninallab zkan menjadi kunci menuju pendidikan nasional

yang berkualitas.

KORE
GURU P

D
(Studi Kas

ABSTRACT

Tbis rcseanl, "
and learning motir.;:

Subject oJ tr::
3 Yogyakarta. Th ):,

Hadi and ymi p),

Tbe nsll of r;.
*acbers'pro@io,:.:,
M anadjah 3 \:
R'=0,3t1.

Key words: Teach,

I. Pendahuluan

Kehrdupan C::
banyak perubahan
betnegara misaln . ,
dekadensi mora.l d:1.
korupsi, kolusi, dr:.
merupakan indilia::
membentuk sikap re-
produk lembaga per.
pendrdikan agama *

Kelemahan oe:
kebe.rgrmarn 

"rJ....,

l(orelosi Anlqrq ptofes iono

DAFIAR PUSTAKA

Buletin BSNP , Vol. I/No. 7 /Jzlttzi 2006

Buletrn BSNP ,Vo1. IIlNo. 7/JarturLi 2007

Buletin BSNP, Vol. I/No. 3/September 2006

Reeves,.Eouglas 8.2002. Amantabili4 based reforns should lead to belter teacbing

and learning-peiod. Hatr.ard Education Letter, USA

Sukamto, 2005. Pererapan Sis/em Euahtasi Berbasis Akuntabilitas: isstte dan

pernasalahan. HEPI, Yogyakatta
Undang-undang Nomot 14 tahun 2005 tentaflg Gutu dan Dosen

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tefltang Sistem Pendidikan Nasional.

156 Jurnol Pendidikqn Agomo lslom vol. lY No. 2, 2007


